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ABSTRAK 

 

 

 

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAPORAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII 

 

Oleh 

 

EKO WALUYO 

 

 

Laporan ini membahas tentang prosedur penyelenggaraan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara VII. Tujuan dari laporan 

ini adalah untuk memperkenalkan prosedur dan langkah-langkah yang harus 

diikuti oleh perusahaan dalam melaksanakan pelaporan PPN secara tepat dan 

efektif. Penulis menggunakan berbagai metode penelitian seperti observasi, 

wawancara, dan mempelajari setiap kejadian yang ada untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. Hasil analisis menunjukan bahwa perusahaan masih menghadapi 

beberapa kendala dalam pelaporan PPN, seperti kurangnya pemahaman tentang 

aturan dan prosedur, kesulitan dalam pengumpulan data dan dokumen yang 

diperlukan dan kurangnya pengawasan dan pengendalian yang efektif. Untuk 

mengatasi kendala tersebut, laporan ini memberikan beberapa solusi, seperti 

melakukan pelatihan dan edukasi terakait aturan dan prosedur pelaporan PPN, 

meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal, serta memperbaiki sistem 

informasi akuntansi. Selain itu laporan ini juga memberikan beberapa saran yang 

dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelaporan PPN. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan berbagai 

sumber, seperti peraturan dan undang-undang terkait, buku, jurnal, dokumen 

perusahaan, dan situs web. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

perusahaan lain dalam melaksanakan pelaporan PPN yang efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan, Prosedur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah jenis pajak yang dipungut pada 

saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). 

PPN adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. 

Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha 

kena pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti 

pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN. 

Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. (Undang-

Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021). 

 

PT Perkebunan Nusantara VII sebagai salah satu perusahaan di bidang 

perkebunan, memiliki kewajiban untuk memenuhi regulasi pajak yang 

berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua 

transaksi yang terkait dengan PPN dicatat dengan akurat dan PPN dibayar 

tepat waktu.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk 

pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang diperdagangkan dalam 

negeri. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Perkebunan Nusantara juga 

wajib melaporkan dan membayar PPN yang terutang. 
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Untuk memastikan pelaporan dan pembayaran PPN yang tepat waktu dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, PT Perkebunan Nusantara VII 

Memiliki prosedur penyelenggaraan pelaporan PPN yang harus dipatuhi oleh 

semua pihak yang terkait. Prosedur ini meliputi tahapan-tahapan yang harus 

dilalui, mulai dari pengumpulan data hingga pembuatan laporan dan 

pembayaran PPN.  

 

Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat 

membantu PT Perkebunan Nusantara VII dalam melakukan pelaporan dan 

pembayaran PPN secara efektif dan efisien, serta meminimalisasi risiko 

terjadinya kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran.  

 

Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk meninjau dan mengkonfirmasi 

bahwa prosedur yang diterapkan saat ini sudah efektif dan sesuai dengan 

regulasi pajak yang berlaku. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan 

transparansi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan perusahaan terhadap 

regulasi pajak yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan 

Laporan Tugas Akhir, Penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR 

PENYELENGGARAAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN 

NILAI (PPN) PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII”. 

 

 

 



3 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang ingin 

penulis bahas dalam Laporan Tugas akhir ini yaitu : 

Bagaimana Prosedur Penyelenggaraan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) pada PT Perkebunan Nusantara VII ?. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan untuk 

menjelaskan langkah-langkah dan tahapan yang harus dilakukan dalam 

prosedur penyelenggaraan pelaporan pajak pertambahan nilai yang efektif 

dan efisien. Serta menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang 

pentingnya prosedur penyelenggaraan pelaporan pajak pertambahan nilai 

dalam suatu perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir diatas, penulis 

mengharapkan tercapainya manfaat yang didapatkan oleh semua pihak. 

Manfaat yang dapat diambil yaitu : 

1. Bagi Akademisi 

Menjadi referensi bagi para akademisi yang ingin mempelajari  lebih lanjut 

mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan prosedurnya. 
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2. Bagi Perusahaan 

Mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang pajak pertambahan 

nilai (PPN) dan prosedur pelaporanya, sehingga dapat memperkaya 

perkembangan dan inovasi dalam bidang pajak. 

3. Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman baru dan kesempatan untuk memperkaya skill 

penulis dalam menulis dan mempelajari masalah pajak. 

4. Bagi pembaca 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak pertambahan nilai 

(PPN) dan prosedur pelaporannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pajak Pertambahan Nilai 

 

Melnulrult Ulndang-Ulndang Harmonisasi Pelrpajakan Nomor 7 Tahuln 2021, Pajak 

Pelrtambahan Nilai adalah pulngultan yang dibelbankan atas transaksi julal-belli 

barang dan jasa yang dilakulkan olelh wajib pajak pribadi ataul wajib pajak badan 

yang tellah melnjadi pelngulsaha kelna pajak (PKP).   

 

Dalam melkanismel PPN, pelmulngult PPN (produlseln, distribultor, ataul pelnjulal) akan 

melnambahkan nilai PPN pada harga julal barang ataul jasa. Keltika konsulmeln 

melmbelli barang ataul jasa telrselbult, melrelka akan melmbayar harga julal ditambah 

nilai PPN. Pelmulngult PPN kelmuldian melnye ltor nilai PPN kel kantor pajak dan 

dapat melngu lrangkan nilai PPN yang tellah dibayarkan pada tahap selbellulmnya 

delngan nilai PPN yang dikelnakan pada tahap belrikultnya. 

 

Tarif PPN di indonelsia saat ini adalah 11%, kelculali ulntulk belbelrapa barang dan 

jasa telrtelntul yang dikelnakan tarif lelbih tinggi ataul bahkan belbas PPN. Objelk PPN 

mellipulti barang dan jasa yang dikelnakan pajak, seldangkan sulbjelk PPn adalag 

orang ataul badan ulsaha yang mellakulkan kelgiatan produlksi ataul jasa yang 

dikelnakan PPN. 
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PPN melnjadi sulmbelr pelndapatan nelgara yang culkulp belsar dan melnjadi salah satu l 

sulmbelr dana bagi nelgara ulntulk melmbiayai belrbagai program pelmbangulnan dan 

kelseljahtelraan masyarakat. Namuln, PPN julga melmbelbani konsulmeln akhir delngan 

harga yang lelbih tinggi, telrultama jika harga barang atau l jasa telrselbult suldah 

telrmasulk PPN. Olelh karelna itul, pelrlul ada pelrelncanaan yang mata dalam 

melnggulnakan dana dari PPN ulntulk kelpelntingan yang lelbih belsar bagi 

masyarakat. 

 

2.2  Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai 

 

Dasar hulkulm Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) di indonelsia telrcantulm dalam 

ulndang-ulndang nomor 42 tahuln 2009 telntang Pajak Pelrtambahan Nilai dan Pajak 

Pelnjulalan atas Barang Melwah. 

Sellain ulndang-ulndang telrselbult, telrdapat belbelrapa pelratulran dan keltelntulan 

pellaksanaan PPN, di antaranya : 

1. Ulndang-Ulndang Nomor 42 Tahuln 2009 telntang Pelrulbahan Keltiga atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 1983 telntang PPN Barang dan Jasa dan 

PPnBM, telrakhir diulbah delngan UlUl Nomor 7 Tahuln 2021 telntang 

Pelnyellarasan PelratulranPelrpajakan. 

2. Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2021 ataulUlUl Harmonisasi Pelratulran 

Pelrpajakan telntang pelrulbahan tarif dalam PPN dalam Pasal 7 Ayat 1. 

3. Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 48/PMK.03/2021 telntang Tata Cara 

Pelmulngultan PPN dan PPnBM atas barang telrtelntul yang dipelrdagangkan 

mellaluli pelmulngultan pajak olelh pelngulsaha kelna pajak yang bulkan importir. 
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4. Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 13/PMK.03/2021 telntang Pelrulbahan 

atas Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 48/PMK.03/2020 telntang Tata Cara 

Pelmulngultan PPN dan PPnBm atas Barang Telrtelntul yang dipelrdagangkan 

mellaluli pelmulngultan pajak olelh pelngulsaha kelna pajak yang bulkan importir. 

5. Pelratulran Direlktulr Jelndral Pajak Nomor PElR-12/PJ/2021 telntang pelneltapan 

Pelngulsaha Kelna Pajak yang melnelrapkan cara khulsu ls Pelmulngultan PPN 

belrdasarkan kritelria telrtelntul. 

 

Dasar hulkulm telrselbult melngatulr telntang pelngelnaan, pelmulngultan, dan pelnye ltoran 

PPN, selrta keltelntulan lainnya telrkait PPN di Indonelsia. Dalam hal telrjadi 

pelrbeldaan antara pelratulran pelrulndang-ulndangan dan keltelntu lan lain yang belrlakul, 

maka yang belrlakul adalah pelratulran pelrulndang-ulndangan. Delngan adanya dasar 

hulkulm yang jellas, diharapkan pellaksaan pelmulngultan dan pelnyeltoran PPN dapat 

dilakulkan selcara transparan, elfelktif, dan elfisieln, selrta melndorong pelrtulmbulhan 

elkonomi dan kelseljatelraan masyarakat. 

 

2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

 

Melnulrult Siti Relsmi (2015:5) pajak pelrtambahan nilai (PPN) melrulpakan pajak 

tidak langsu lng yang belrti belban pajak bisa digelselr kel pelmbelli. Dalam hal ini, 

melrelka haruls melngulmpullkan PPN dari pelmbelli ataul pelnelrima jasa, dan kelmuldian 

melnye ltor PPN telrselbult kel pihak yang belrwelnang (Direlktorat Jelndral Pajak). 

Sulbjelk pajak PPn telrdiri dari dula jelnis, yaitul Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP) dan 

Pelngulsaha Tidak Kelna Pajak (Non-PKP). 
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1. Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP) 

Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau l badan ulsaha yang 

melmelnulhi syarat selbagai wajib pajak PPN. PKP wajib melndaftarkan diri selbagai 

PKP, melngu lmpullkan PPN dari pelmbelli ataul pelnelrima jasa, dan melnyeltorkan 

PPN telrselbult kel pihak yang belrwelnang. 

Belrikult adalah syarat-syarat ulntulk melnjadi Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP) : 

a. Belrdomisli ataul mellakulkan kelgiatan ulsaha di indonelsia. 

b. Melmiliki pelnghasilan brulto dalam 12 bullan telrakhir dari pelnjulalan ataul jasa 

lelbih dari Rp 4,8 miliar. 

c. Tidak mellakulkan kelgiatan ulsaha yang dikelculalikan dari kelwajiban PPN. 

Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP) haruls melngisi SPT Masa PPN dan SPT Tahulnan 

PPN, selrta melmbayar PPN yang telru ltang pada waktul yang ditelntulkan. 

2. Pelngulsaha Tidak Kelna Pajak (Non-PKP) 

Non-PKP adalah orang pribadi atau l badan ulsaha yang tidak melmelnulhi syarat 

selbagai PKP, selhingga tidak wajib melndaftar selbagai PKP. Namuln, melrelka teltap 

dikelnakan PPN keltika melmbelli barang ataul jasa dari PKP. Dalam hal ini, PPN 

dibayar olelh Non-PKP pada saat transaksi dilakulkan. 

 

Selbagai contoh, selorang karyawan yang melmbelli barang dari toko bulkanlah PKP, 

selhingga tidak pelrlul melndaftar selbagai PKP. Namuln, melrelka haruls melmbayar 

PPN yang telrcantulm pada harga barang yang dibelli. PKP belrtindak selnagai ageln 

pelmulngult PPN dan pihak yang belrwelnang melnagih PPN dari PKP. Olelh karelna 

itul, PKP melmiliki kelwajiban ulntulk melngulmpullkan PPN dan melnye ltorkannya ke l 

pihak belrwelnang pada waktul yang ditelntulkan. Dalam pellaksanaanya, PKP haruls 
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melmpelrhatikan belrbagai hal telrkait PPN, selpelrti pelnghitu lngan tarif PPN yang 

belnar, pelmotongan PPN, pelnggulnaan faktulr PPN, dan kelwajiban melnyimpan 

dokulmeln transaksi yang belrkaitan delngan PPN. 

 

Dalam kelsimpullannya, sulbjelk pajak PPN adalah orang pribadi ataul badan ulsaha 

yang mellaku lkan pelnjulalan ataul jasa yang dikelnakan PPN. PKP wajib melndaftar 

selbagai PKP dan melnyeltor  PPN yang telrkulmpull kel pihak belrwelnang, seldangkan 

Non-PKP haruls melmbayar PPN pada saat melmbelli barang dan jasa dari PKP. 

Pellaksanaan PPN haruls melmpelrhatikan belrbagai keltelntu lan dan atulran yang 

belrlakul. 

 

2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

 

Belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 42 tahuln 2009 Pasal 4 ayat 1 yang telrmasulk 

dalam objelk Pajak Pelrtambahan Nilai yaitul, selbagai belrikult : 

1. Pelnyelrahan BKP di dalam daelrah Pabelan yang dilaku lkan olelh pelngulsaha. 

Kelgiatan yang telrmasulk dalam pelngelrtian pelnyelrahan BKP mellipulti : 

a. Pelnyelrahan hak atas BKP karelna sulatul pelrjanjian 

b. Pelngalihan BKP karelna sulatul pelrjanjian selwa belli dan pelrjanjian selwa 

gulna u lsaha (lelasing). 

c. Pelnyelrahan BKP kelpada peldagang pelrantara ataul mellaluli julrul lellang. 

2. Impor BKP; 

3. Pelnyelrahan JKP di dalam kawasan Pabelan yang dilakulkan PKP; 



10 

 

4. Pelmanfaatan BKP tidak belrwulju ld dari lular Daelrah Pabelan maulpuln di dalam 

Daelrah Pabelan; 

5. Pelmanfaatan JKP di lular Daelrah Pabelan di dalam Daelrah Pabelan; 

6. Elkspor BKP belrwuljuld olelh PKP; 

7. Elksor BKP tidak belrwuljuld olelh PKP; 

8. Elkspor BKP. 

 

Dalam kelsimpullannya, objelk pajak PPN adalah barang dan jasa yang dikelnakan 

PPN olelh pelmelrintah. Barang yang dikelnakan PPN mellipulti barang yang 

diprodulksi di dalam nelgelri ataul diimpor, seldangkan jasa yang dikelnakan PPN 

mellipulti jasa yang dibelrikan di dalam nelgelri ataul dari lular nelgelri. Tarif PPN yang 

dikelnakan pada barang dan jasa belrbelda-belda telrgantulng pada jelnis barang atau l 

jasa telrselbult. PKP wajib melngellularkan faktulr PPN selbagai bu lkti pelmulngultan PPN 

dan melmbelrikan bulkti pelmbayaran PPN kelpada pelmbelli ataul pelnelrima jasa. PPN 

impor dikelnakan pada saat barang masulk kel wilayah indonelsia dan haruls dibayar 

olelh importir.  

 

2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

 

Tarif PPN melnulrult keltelntulan Ulndang-Ulndang No. 42 tahuln 2009 pasal 7, yang 

kelmuldian diu lbah delngan Ulndang-Ulndang Harmonisasi Pelrpajakan (UlUl HPP) 

pada bab IV pasal 7 ayat (1) : 

1. Tarif PPN (Pajak Pelrtambahan Nilai) adalah 11% (selbellas pelrseln). 

2. Tarif PPN (Pajak Pelrtambahan Nilai) 12% paling lambat 1 janulari 2025. 
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3. Pelrulbahan tarif PPN (Pajak Pelrtambahan Nilai) diatulr dalam PP (belrsama DPR 

dalam RAPBN). 

 

Tarif PPN tellah diulbah seltellah disahkannya UlUl HPP (Ulndang-Ulndang 

Harmonisasi Pelratulran Pelrpajakan). Ulndang-ulndang PPN yang ada melneltapkan 

bahwa tarif PPN adalah 10%. Tarif ini belrlakul hingga marelt 2022. Mullai 1 April 

2022, tarif PPN barul selbelsar 11% hingga 1 janulari 2025. UlUl HPP julga 

melmbelrikan rulang bagi pelngelnaan tarif PPN khulsuls atas jelnis barang ataul jasa 

telrtelntul dan bidang ulsaha telrtelntu l. UlUl Nomor 2021 telntang Harmonisasi 

Pelratulran Pelrpajakan, ataul 3% dari sikluls bisnis. Melski tidak melnjellaskan selktor-

selktor yang belrlakul standar ataul PPN final. Tarif khulsuls ini melnggulnakan klaulsal 

tarif final atas pelnjulalan yang diatulr olelh Melntelri Kelulangan (PMK). 

 

Namuln, ada belbelrapa barang ataul jasa yang tidak dikelnakan PPN, selpelrti barang-

barang ataul jasa yang digulnakan ulntulk kelpelntingan nelgara, kelpelntingan ulmulm, 

ataul kelpelntingan sosial. Sellain itul, ada julga barang-barang ataul jasa-jasa yang 

dibelbaskan dari PPN, yaitul barang-barang ataul jasa-jasa yang dianggap stratelgis 

dan dibelrikan pelmbelbasan pajak ulntulk melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat, 

selpelrti belras, sulsul, dan selbagainya. Sistelm PPN di Indonelsia julga melngelnal 

melkanismel kreldit pajak, yaitul sistelm dimana pelrulsahaan dapat melngkrelditkan 

PPN yang dibayar pada tahap produlksi ataul distribulsi selbellulmnya selbagai 

pelmotongan pajak pada tahap sellanjultnya. Delngan delmikian, pelrulsahaan hanya 

pelrlul melmbayar sellisih antara PPN yang ditelrima dari pellanggan dan PPN yang 

tellah dikrelditkan selbellulmnya. 
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2.6 Jasa Kena Pajak 

 

Jasa kelna pajak adalah seltiap kelgiatan pellayanan belrdasarkan sulatul pelrikatan atau l 

pelrbulatan hulkulm yang melnye lbabkan sulatul barang ataul fasilitas ataul kelmuldahan 

ataul hak telrseldia ulntulk dipakai, telrmasulk jasa yang dilakulkam ulntulk 

melnghasilkan barang karelna pelsanan ataul pelrmintaan delngan bahan dan atas 

peltulnjulk dari pelmelsan, yang dikelnakan pajak belrdasarkan ulndang-ulndang PPN 

dan PPnBM. (Relsmi, 2015) 

 

Pajak yang dikelnakan pada jasa kelna pajak dapat belrulpa pajak pelnghasilan (PPh) 

ataul pajak pelrtambahan nilai (PPN). PPh dikelnakan pada pelndapatan yang 

dipelrolelh dari jasa telrselbult, seldangkan PPN dikelnakan pada nilai tambah yang 

dihasilkan dari jasa telrselbult. Ulntu lk melmbayar pajak atas jasa kelna pajak, 

pelrulsahaan ataul individul yang melmbelrikan jasa telrselbu lt haruls mellaporkan 

pelndapatan melrelka kel pihak yang belrwelnang dan melmbayar pajak selsulai delngan 

keltelntulan yang belrlakul. Jika tidak melmbayar pajak, maka melrelka dapat dikelnakan 

sanksi dan delnda yang dibelrikan olelh pelmelrintah. Jasa kelna pajak dapat belrbelda-

belda di seltiap nelgara, telrgantulng pada atulran dan relgullasi yang belrlakul. Olelh 

karelna itul, pelnting bagi pelrulsahaan ataul individul yang melmbelrikan jasa kelna 

pajak ulntulk melmahami dan melmatulhi keltelntulan yang belrlaku l di nelgara melrelka. 
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2.7 Bukan Jasa kena Pajak (Bukan JKP) 

 

Pada prinsipnya selmula jasa adalah JKP, kelculali ditelntulkan lain dalam pelratulran 

pelrulndang-u lndangan pelrpajakan. Jelnis jasa yang tidak dikelnakan PPN melnulrult 

pasal 4A Ulndang-Ulndang No. 42 tahuln 2009 adalah selbagai belrikult:  

1. Jasa pellayanan kelselhatan dan meldis. 

2. Jasa pellayanan sosial 7.  

3. Jasa pelngiriman sulrat delngan pelrangko mellipulti jasa pelngiriman sulrat delngan 

melnggulnakan pelrangko telmpell dan melnggulnakan cara lain pelngganti 

pelrangko telmpell.  

4. Jasa kelulangan.  

5. Jasa asulransi.  

6. Jasa kelagamaan. 

7. Jasa Pelndidikan.  

8. Jasa kelselnian dan hibulran.  

9. Jasa pelnyiaran yang tidak belrsifat iklan.  

10. Jasa angkultan ulmulm di darat dan di air selrta jasa angkultan uldara dalam nelgelri 

yang melnjadi bagian yang tidak telrpisahkan dari jasa angkultan uldara lular 

nelgelri.  

11. Jasa telnaga kelrja.  

12. Jasa pelrhotellan.  

13. Jasa yang diseldiakan olelh pelmelrintah dalam rangka melnjalankan pelmelrintah 

selcara ulmulm; mellipulti jelnis-jelnis jasa yang dilksankan olelh instansi 

pelmelrintah selpelrti pelmbelrian izin melndirikan bangulnan (IMB), pelmbelrian 
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sulrat izin sulrat ulsaha pelrdagangan (SIUlP), pelmbelrian nomor pokok wajib 

pajak (NPWP), dan pelmbulatan kartul tanda pelnduldulk (KTP).  

14. Jasa pelnyeldiaan telmpat parkir.  

15. Jasa tellelpon ulmulm delngan melnggulnakan ulang logam.  

16. Jasa pelngiriman ulang delngan welsell pos.  

17. Jasa boga ataul catelring. 

 

 

 

2.8 Faktur Pajak 

 

Belrdasarkan Pasal 1 ayat 23 UlUl No. 42 Tahuln 2009, Faktulr Pajak melrulpakan 

bulkti pulngultan pajak yang dibulat olelh PKP yang mellakulkan pelnyelrahan Barang 

Kelna pajak ataul Pelnye lrahan Jasa Kelna Pajak. 

Belrdasarkan keltelntulan pasal 4 ayat 2 dalam PElR-24/PJ2012 Faktulr Pajak dibulat 

dalam dula rangkap, yaitul : 

a. Lelmbar kel-1 : Ulntulk pelmbellian Barang Kelna Pajak atau l yang melnelrima Jasa 

Kelna Pajak selbagai bulkti Pajak Masulkan. 

b. Lelmbar  kel-2 : Ulntulk Pelngulsaha Kelna Pajak yang melnelrbitkan ataul melmbulat 

Faktulr Pajak selbagai bulkti Pajak Kellularan. 

Keltelntulan pasal 2 ayat 1 dalam PElR-24/PJ2012 Faktulr Pajak haruls dibulat pada 

saat : 

a. Saat pelnyelrahan Barang Kelna Pajak dan/ataul Jasa Kelna Pajak. 

b. Saat pelnelrimaan pelmbayaran dalam hal pelnelrimaan pelmbayaran telrjadi 

selbellulm pelnye lrahan Barang Kelna pajak dan/ataul selbellulm pelnye lrahan Jasa 

Kelna Pajak. 
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c. Saat pelnelrimaan pelmbayaran telrmin dalam hal pelnyelrahan selbagai tahap 

pelkelrjaan. 

d. Saat PKP relkanan melnyampaikan tagihan kelpada Belndahara Pelmelrintah 

selbagai pelmulngult Pajak Pelrtambahan Nilai. 

 

Dalam Faktulr Pajak telrdapat 3 jelnis faktulr, yaitul : 

1. Faktulr Pajak Standar 

Faktulr pajak standar yaitul pajak yang belntulk dan isinya tellah ditelntulkan olelh 

Pelratulran Direlktulr Jelndral Pajak Nomor PElR-24/PJ2012 pada pasal 5. Faktulr 

Pajak telrselbult haruls melncantulmkan keltelrangan selbagai belrikult : 

a. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang melnye lrahkan Barang Kelna 

Pajak ataul Jasa Kelna Pajak; 

b. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pelmbelli Barang Kelna Pajak atau l 

pelnelrima Jasa Kelna Pajak; 

c. Jelnis barang ataul jasa, julmlah harga julal ataul pelnggantian, dan potongan 

harga; 

d. Pajak Pelrtambahan Nilai yang dipulngult; 

e. Pajak pelnjulalan atas barang melwah yang dipulngult; 

f. Kodel, nomor selri, dan tanggal pelmbulatan faktulr pajak; 

g. Nama dan tanda tangan yang belrhak melnandatangani faktulr pajak. 

Belrdasarkan keltelntulan SEl-132/PJ/2010 Faktulr Pajak Dianggap Tidak Sah, 

dalam hal belrikult : 

a. Faktulr Pajak yang tidak belrdasarkan transaksi yang selbelnarnya. 
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b. Faktulr Pajak yang ditelrbitkan olelh Pelngulsaha yang bellulm dikulkulhkan 

selbagai Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP). 

Faktulr pajak standar melmiliki pelran pelnting dalam sistelm pelrpajakan karelna 

dapat melmbantul pelmelrintah dalam melmantaul dan melngawasi kelpatulhan 

pellakululsaha telrhadap kelwajiban pajak. Pelnggulnaan faktulr pajak standar julga 

dapat melmpelrkulat kelpelrcayaan pellanggan telrhadap pellakululsaha dan 

melmbantu l melningkatkan transparansi dan akulntabilitas dalam aktivitas bisnis. 

Sanksi atas pellanggaran dalam pelngulnaan faktulr pajak standar dapat belrulpa 

delnda dan/ataul sanksi pidana, telrgantulng pada tingkat kelsalahan dan 

pellanggaran yang dilakulkan olelh pellakululsaha. Olelh karelna itul, pelnting bagi 

pellakululsaha ulntulk melmahami dan melmelnulhi pelrsyaratan dan keltelntulan dalam 

pelnggulnaan faktulr pajak standar. 
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*Contoh Faktulr Pajak Standar 

FAKTUR PAJAK STANDAR 

Kode l               dan Nomor Selri Faktulr Pajak : 

Pelngulsaha Kelna Pajak 

Nama : 

Alamat : 

NPWP : 

Pelmbelli Barang Kelna Pajak 

Nama : 

Alamat : 

NPWP : 

No.Ulrult Nama Barang Kelna Pajak/Jasa 

Kelna Pajak 

Harga 

Julal/UlangMulka/

Telrmin 

(Rp) 

   

Harga Julal/Pelnggantian/UlangMulka/Telrmin  

Dikulrangi Potongan Harga  

Dikulrangi Ulang Mulka yang tellah ditelrima  

Dasar Pelngelnaan Pajak  

PPN = 11% X Dasar Pelngelnaan Pajak  

 

Pajak Pelnjulalan Atas Barang Melwah 

 Tarif DPP PPnBM  ...............................,tgl.................. 

 

 

 
Nama Jabatan: 

.............................. 

 ....% Rp. .... Rp. .... 

 ....% Rp. .... Rp. .... 

 ....% Rp. .... Rp. .... 

 ....% Rp. .... Rp. .... 

 Julmah Rp. .... Rp. .... 

*)Corelt Yang tidak Pelrlul 

 

Lelmbar kel-1 : ulntulk Pelmbelli BKP/Pelnelrima JKP selbagai bu lkti Pajak Masulkan. 

Lelmbar kel-2 : ulntulk Pelnjulal BKP/Pelmbelli JKP selbagai bulkti Pajak Kellularan. 
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2. Faktulr Pajak Seldelrhana 

Belrdasarkan Pelratulran Direlktorat Jelndral Pajak Nomor PElR-24/PJ2012 pada 

pasal 1 ayat 9. Faktulr Pajak Seldelrhana yaitul faktulr pajak yang dibulat selbagai 

bulkti pelmulngultan pajak atas pelnyelrahan BKP ataul JKP kelpada konsulmeln 

akhir delngan idelntitas tidak lelngkap. 

 

Faktulr Pajak Seldelrhana dapat dibelntulk bon kontan, faktu lr pelnjulalan, selgi kas 

relgistelr, karcis, kulintansi, ataul tanda bulkti pelnyelrahan ataul pelmbayaran lain 

yang seljelnis. Faktulr ini paling seldikit melncantulmkan keltelrangan yaitul, selbagai 

belrikult : 

a. Nama, alamat, dan NPWP yang melnye lrahkan BKP dan JKP; 

b. Jelnis dan Kulantulm; 

c. Julmlah harga julal dan pelnggantian yang suldah telrmasulk pajak ataul 

belsarnya pajak dicantulmkan selcara telrpisah; 

d. Tanggal pelmbulatan faktulr pajak seldelrhana. 

 

Melskipuln faktulr pajak seldelrhana tidak melmiliki nomor selri, seltiap faktulr pajak 

seldelrhana haruls melmiliki nomor u lrult yang belrbelda dan diawali delngan hulrulf F 

ulntulk melmuldahkan pellacakan olelh pihak belrwelnang selpelrti Direlktorat 

Jelndelral Pajak (DJP). Nomor ulru lt faktulr pajak seldelrhana dapat dimullai dari 

angka 1 dan telruls ditulngkatkan ulntulk seltiap transaksi yang dicatat. 

Faktulr pajak seldelrhana dapat digulnakan olelh pellakululsaha PKP kelcil yang 

melmiliki omselt hingga Rp 4,8 miliar pelr tahuln. Namu ln, pellakululsaha haruls 
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teltap melmelnulhi pelrsyaratan administratif dan pellaporan selpelrti pellakululsaha 

PKP biasa, selpelrti mellaporkan PPN bullanan dan melmbulat laporan pajak 

tahulnan. Pellakululsaha yang melnggulnakan faktulr pajak seldelrhana teltap 

belrkelwajiban ulntulk melngulmpullkan PPN dari pelmbelli dan melnyeltorkan PPN 

yang telrkulmpull kel pihak belrwelnang selpelrti Direlktorat Jelndelral Pajak (DJP). 

Faktulr pajak seldelrhana julga haruls disimpan dan diarsipkan delngan baik 

selbagai bulkti transaksi pelnjulalan dan selbagai dokulmeln pelndulkulng dalam 

pellaporan pajak bullanan dan tahulnan. 

 

Pelnggulnaan faktulr pajak seldelrhana dapat melmbantul pellakululsaha PKP kelcil 

ulntulk lelbih muldah melmelnulhi kelwajiban administratif dan pellaporan pajak. 

Sellain itu l, faktulr pajak seldelrhana julga dapat melmbantul pelmelrintah dalam 

melmpelrku lat sistelm pelrpajakan dan melmastikan pelnelrimaan pajak yang culkulp 

ulntulk melndulkulng pelngellularan pelmelrintah yang dipelrlulkan.  
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*Contoh Faktulr Pajak Seldelrhana 

 

 

FAKTUR PAJAK SEDERHANA 

Pelngulsaha Kelna Pajak  

Nama : 

Alamat : 

NPWP : 

Pelmbellian BKP /Pelnelrima JKP 

Nama : 

Alamat : 

NPWP : 

No.Faktulr : xxxxxxx 

No. Nama Barang Kelna 

Pajak 

Kulantulm Harga 

Satulan 

HargaJulal 

(Rp) 

     

Julmlah Harga Julal/Pelnggantian  

Dikulrangi Potongan Harga  

Dasar Pelngelnaan Pajak  

PPN=11% X Dasar Pelngelnaan Pajak  

 
.......................................,tgl............................... 

PelngulsahaKelnaPajak 

 

 

 
(................................................................) 

Lelmbar kel-1 : ulntulk Pelmbelli 

Lelmbar kel-2 : ulntulk Pelngulsaha Kelna Pajak 

 

 



21 

 

3. Faktulr Pajak Gabulngan  

Belrdasarkan Pelratulran Direlktorat Jelndral Pajak Nomor PElR-24/PJ/2012 pada 

pasal 1 ayat 5. Faktulr ini dipelrgulnakan ulntulk melringankan belban administrasi, 

kelpada PKP ataul JKP yang telrjadi sellama satul bullan takwin kelpada pelmbelli 

BKP yang sama ataul pelnelrima JKP yang sama. Faktulr ini dibulat paling lambat 

pada akhir bullan pelnyelrahan BKP ataul JKP melskipuln dalam bullan pelnyelrahan 

tellah telrjadi pelmbayaran selbagian ataul sellulrulhnya. 

 

2.9 Pajak Masukan 

 

Belrdasarkan pasal 1 ayat 24 UlUl No. 42 Tahuln 2009, Pajak Masulkan (PM) 

Melrulpakan Pajak Pelrtambahan Nilai yang selharulsnya suldah dibayar olelh 

Pelngulsaha Kelna Pajak karelna pelrolelhan Barang Kelna Pajak dan/ataul pelrolelhan 

Jasa Kelna Pajak dan/ataul pelrolelhan jasa Kelna Pajak dan/ataul pelmanfaatan 

Barang Kelna Pajak Tidak Belrwuljuld dari Lular daelrah Pabelan dan/atau l 

pelmanfaatan Jasa Kelna Pajak di lular Daelrah Pabelan dan/ataul impor Barang Kelna 

Pajak. 

Pajak Masulkan : Tarif X Dasar Pelngelnaan Pajak (DPP) 

 

Tarif pajak masulkan yaitu l11% dikelnakan atas belrulpa nilai impor, harga belli 

(sama delngan harga julal bagi pelnjulal),nilai pelnggantian, atau l nilai lain-lain. 

 

Contoh : 

Pelngulsaha Kelna Pajak D mellakulkan pelnyelrahan Barang Kelna Pajak kelpada 

Pelngulsaha Kelna Pajak C delngan harga julal Rp. 90.000.000. 
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Pajak Kellularan bagi PKP D = 11% X Rp. 90.000.000 = Rp. 990.000 

Pajak Masulkan bagi PKD C = 11% X RP. 90.000.000 = Rp. 990.000 

 

PPN selbelsar RP.990.000 melrulpakan pajak Masulkan bagi pelmbelli (PKPC) dan 

Pajak kellularan bagi pelnjulal (PKP D). 

 

Dalam sulatu lmasa pajak, Pajak Masulkan dikrelditkan delngan Pajak Kellularan. 

Pajak Masulkan dapat dikrelditkan dari Pajak Kellularan apabila melmelnulhi syarat 

selbagai belrikult : 

a. Pajak Masulkan belrkaitan langsu lng delngan kelgiatan ulsaha; 

b. Pajak Masulkan atas BKP dan/ataul JKP dimanfaatkan ulntulk pelnyelrahan yang 

belrsifat telrultang PPN; 

c. Pajak Masulkan diselrtai delngan Faktulr Pajak yang sah; 

d. Pajak Masulkan yang dapat dikrelditkan teltaapi bellulm dikrelditkan delngan 

pajak kellularan pada Masa Pajak yang sama, dapat dikrelditkan pada Masa 

Pajak belrikultnya paling lama tiga bullan seltellah belrakhirnya masa pajak yang 

belrsangkultan selpanjang bellulm dibelbankan selbagai biaya dan bellulm 

dilakulkan pelmelriksaan. 

 

Pajak Masu lkan dimulngkinkan tidak dapat dikrelditkan dari Pajak Kellularan. 

PajakMasulkantidakdapat dikrelditkandari PajakKellularan apabilabelrasaldari : 

a. Pelrolelhan BKP ataul JKP selbellulm pelngulsaha apabila belrasal dari; 

b. Pelrolelhan BKP ataul JKP yang tidak melmpulnyai hulbulngan langsulng delngan 

kelgiatan ulsaha; 
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c. Pelrolelhan dan pelmelliharaan kelndaraan belrmotor belrulpa seldan dan stadion 

wagon kelculali melrulpakan barang dagangan dan diselwakan; 

d. Pelmanfaatan BKP tidak belrwu ljuld ataul pelmanfaatan JKP dari lular Daelrah 

Pabelan selbellulm pelngulsaha diku lkulhkan selbagai PKP; 

e. Pelrolelhan BKP ataul JKP yang faktulr pajaknya tidak melmelnulhi keltelntulan 

ataul tidak melncantulmkan nama, alamat, dan NPWP pelmbelli BKP ataul 

pelnelrima JKP.  

 

Pajak Masulkan dalam SPT Masa PPN dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada 

Formullir 1111 B1, Formullir 1111 B2, dan Formullir 1111 B3. Pajak Masulkan 

yang dikrelditkan atas impor BKP dan pelmanfaatan BKP tidak belrwuljuld / JKP 

dari lular Daelrah Pabelan dilaporkan dalam Formullir 111 B1. Pajak Masulkan yang 

dapat dikrelditkan atas pelrolelhan BKP / JKP Dalam Nelgelri dilaporkan dalam 

Formullir 1111 B2, dan Pajak Masu lkan yang tidak dapat dikrelditkan ataul yang 

melndapat fasilitas dilaporkan dalam Formullir 1111 B3. 

 

2.10 Pajak Keluaran 

 

Belrdasarkan Pasal 1 ayat 25 UlUl No. 42 Tahuln 2009, Pajak Kellularan (PK) 

melrulpakan Pajak Pelrtambahan Nilai telrultang yang wajib dipulngult olelh 

Pelngulsaha Kelna Pajak yang mellakulkan pelnye lrahan Barang Kelna Pajak, 

pelnye lrahan Jasa Kelna Pajak, elkspor Barang Kelna Pajak Belrwuljuld, elkspor Barang 

Kelna Pajak Tidak Belrwuljuld, dan/atau l  elkspor Jasa Kelna Pajak. 
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Pajak Kellularan adalah jelnis pajak yang dikelnakan pada transaksi pelnjulalan 

barang ataul jasa olelh wajib pajak kelpada pellanggan ataul pihak lain. Pajak 

Kellularan julga dikelnal selbagai Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN), yang melrulpakan 

pajak yang dikelnakan atas nilai tambah dari barang ataul jasa yang 

dipelrdagangkan. Pajak kellularan dihitulng belrdasarkan pelrbeldaan anatara harga 

julal dan harga belli barang ataul jasa yang dikelnai PPN. Pajak kellularan ini 

melrulpakan kelwajiban fiskal yang haruls dipelnulhi olelh wajib pajak pada seltiap 

transaksi pelnjulalan yang dilakulkan. 

Pajak kellularan dihitulng belrdasarkan pelrbeldaan antara harga julal dan harga belli 

barang ataul jasa yang dikelnai PPN. Pajak kellularan ini melrulpakan kelwajiban 

fiskal yang haruls dipelnulhi olelh Wajib Pajak pada seltiap transaksi pelnjulalan yang 

dilakulkan. 

 

Pajak Kellularan : Tarif X Dasar Pelngelnaan Pajak (DPP) 

 

Tarif pajak kellularan yaitul 11% ulntulk pelnyelrahan Barang Kelna Pajak di dalam 

Daelrah Pabelan/pelnyelrahan Jasa Kelna Pajak di dalam Daelrah Pabelan olelh 

Pelngulsaha Kelna Pajak. Seldangkan tarif  0% digulnakan u lntulk elkspor Barang 

Kelna Pajak belrwuljuld/elskpor Barang Kelna Pajak tidak belrwu ljuld/elkspor Jasa Kelna 

pajak olelh pelngulsaha kelna pajak. 

Contoh : 

Pelngulsaha Kelna Pajak B melnjulal Barang Kelna Pajak kelpada pellanggan XR 

delngan harga julal selbelsar Rp. 70.000.000 (harga tidak telrmasulk PPN) 
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     PPN yang telrultang = 11% X Rp. 70.000.000 

                                                   = Rp. 7.700.000 

PPN selbelsar Rp. 7.700.000 telrselbu lr melrulpakan Pajak Kellularan yang dipulngult 

olelh Pelngulsaha Kelna Pajak B. 

 

Pajak kellularan dalam SPT Masa PPN dikellompokkan selbagai belrikult : 

1. Pajak Kellularan atas elkspor (selbelsar 0% dari nilai elskpor) 

2. Pajak Kellularan atas pelnyelrahan yang PPN-nya haruls dipulngult selndiri. 

3. Pajak Kellularan atas pelnye lrahan yang PPN-nya dipu lngult olelh pelmulngult 

PPN. 

4. Pajak Kellularan atas pelnyelrahan yang PPN-nya tidak dipulngult. 

5. Pajak Kellularan atas pelnyelrahan yang dibelbaskan dari pelngelnaan PPN. 

 

Nomor 2 sampai delngan Nomor 5 melrulpakan pajak atas pelnye lrahan dalam nelgelri 

yang dibeldakan melnjadi 2 bagian yaitul: 

1. Pelnyelrahan dalam nelgelri delngan faktulr pajak yang tidak digulnggulng. 

2. Pelnyelrahan dalam nelgelri delngan faktulr pajak yang digulnggulng. 

Pelnyelrahan ini melrulpakan pelnyelrahan delngan faktulr pajak yang tidak 

diisi delngan idelntitas pelmbelli selrta nama dan tanda tangan pelnjulal. 

 

Dari kellima kellompok Pajak Kellularan telrselbult yang digu lnakan selbagai dasar 

pelrhitulngan PPN kulrang (lelbih) diseltor olelh Pelngulsaha Kelna Pajak yang melngisi 

SPT Masa PPN adalah Pajak Kellularan atas pelnye lrahan yang PPN-nya dipulngult 

selndiri olelh PKP yang belrsangkultan. 
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Pajak Kellularan yang tellah dipelrolelh olelh Wajib Pajak dari pelnjulalan barang ataul 

jasa haruls dilaporkan dalam laporan pajak bullanan ataul triwullan. Laporan pajak 

ini haruls disampaikan kel Direlktorat Jelndelral Pajak pada awal bullan belrikultnya 

seltellah pelriodel pajak belrakhir. Sellain itul, wajib pajak julga haruls 

melmpelrhitulngkan PPN yang tellah dikellularkan ulntulk melmbelli barang ataul jasa 

yang dipelrlu lkan dalam kelgiatan u lsahanya. Pajak yang tellah dikellularkan ini 

diselbult pajak masulkan. Pajak masulkan dapat dikrelditkan telrhadap pajak kellularan 

yang haruls dibayarkan olelh Wajib Pajak pada transaksi pelnju lalan sellanjultnya. 

 

Pajak kellularan melmiliki pelran pelnting dalam sistelm pelrpajakan karelna dapat 

melnjadi sulmbelr pelndapatan nelgara yang signifikan dan dapat melmbantul 

pelmelrintah dalam melmbiayai kelgiatan pelmbangulnan dan pelnye ldiaan fasilitas 

pulblik. Pajak kellularan julga dapat melmpelngarulhi harga barang ataul jasa yang 

ditawarkan olelh Wajib Pajak kelpada pellanggan ataul pihak lain. 

 

Sanksi atas pellanggaran dalam pellaporan pajak kellularan dan masulkan dapat 

belrulpa delnda dan/ataul sanksi pidana, telrgantulng pada tingkat kelsalahan dan 

pellanggaran yang dilakulkan olelh Wajib Pajak. Olelh karelna itul, pelnting bagi wajib 

pajak ulntulk melmahami dan melmelnulhi pelrsyaratan dan keltelntulan dalam 

pellaporan pajak kellularan dan masulkan delngan belnar dan telpat waktul. 

 

Contoh Kasuls Pelngkrelditan Pajak Masulkan dan Pajak Kellularan di PT. 

Pelrkelbulnan Nulsantara VII 
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Pajak Keluaran  

Dalam Masa Pajak Felbrulari 2023 tellah melnjulal hasil kopi selharga Rp. 35.000.000 

Maka belsaran Pajak Pelrtambahan Nilai Kellularan yang haruls ditanggulng PTPN 

VII  dalam Transaksi telrselbult selbelsar ... 

Jawab: 

Belsar PPN yang diteltapkan olelh pelmelrintah belrlakul mullai 1 April 2022 adalah 

11% dari julmlah transaksi. 

= Total pelnju lalannya Rp. 35.000.000 

= 11% x  Rp. 35.000.000 

= Rp. 3.850.000 

Delngan delmikian, belsar PPN Kellularan yang melnjadi tanggulng jawab PTPN VII 

adalah Rp. 3.850.000 atas pelnjulalan yang dilakulkan telrkait hasil kelbuln telrselbult. 

 

Pajak Masukan 

Dalam Masa Pajak Felbrulari 2023 melmbelli pulpulk tanaman dari velndor selharga 

Rp. 21.000.000 Maka belsaran Pajak Pelrtambahan Nilai Masulkan yang haruls 

ditanggulng PTPN VII  dalam Transaksi telrselbult selbelsar ... 

Jawab: 

Belsar PPN yang diteltapkan olelh pelmelrintah belrlakul mullai 1 April 2022 adalah 

11% dari julmlah transaksi. 

= Total Pelmbellian Rp. 21.000.000 

= 11% x  Rp. 22.000.000 

= Rp. 2.420.000 
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Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan/Pajak Keluaran di  

PT. Perkebunan Nusantara VII 

 

Masa Pajak Januari 2023 

Atas pelnye lrahan BKP, PPN kellularan PKP telrselbult selbelsar Rp 12.000.000. 

Seldangkan pajak masulkannya selbelsar Rp8.000.000. 

Maka PPN kellularan – pajak masulkan = Rp 12.000.000. – Rp8.000.000= 

Rp4.000.000 (PPN kulrang bayar). 

Masa Pajak Februari 2023 

PPN kellularan PKP telrselbult selbelsar Rp17.000.000 

Seldangkan pajak masulkannya selbelsar Rp25.000.000 

Maka, PPN kellularan – pajak masulkan = – Rp7.000.000 (PPN Lelbih Bayar) 

Masa Pajak Maret 2023 

PPN kellularan PKP telrselbult selbelsar Rp20.000.000 

Seldangkan pajak masulkannya selbelsar Rp13.000.000 

Maka, PPN kelularan – pajak masulkan = Rp7.000.000 (PPN kulrang bayar) 

 

PPN kulrang bayar masa pajak Felbrulari 2023 selbelsar Rp6.000.000 

Kellelbihan bayar pada bullan Marelt 2023 Rp7.000.000 

Jadi PPN masa Marelt 2023 adalah Rp0 ataul nihil. 

Baik PPN kellularan dan masulkan yang dilakulkan olelh PKP ini wajib ditulangkan 

dalam faktulr pajak selbagai bulkti pulngultan pajak yang dibulat olelh PKP atas 

pelnye lrahan BKP/JKP. 
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2.11 PPN Lebih Bayar 

Sellain kellelbihan pelmbayaran pajak yang diselbabkan belsarnya pajak masulkan, 

PPN lelbih bayar julga bisa telrjadi apabila PKP telrnyata mellakulkan pelmbayaran 

pajak yang tidak selharulsnya telrultang. 

Atas telrjadinya PPN lelbih bayar ini, ada dula langkah yang bisa dilakulkan olelh 

PKP, yaitul: 

1. Melngkompelnsasikan PPN lelbih bayar kel masa pajak belrikultnya 

2. Melngajulkan pelngelmbalian ataul relstitulsi atas PPN lelbih bayar telrselbult 

Mengkompensasikan PPN Lebih Bayar 

Atas PPN lelbih bayar PKP bisa melngambil opsi melngkompelnsasikan PPN lelbih 

bayar yang telrjadi di satul masa pajak kel masa pajak belrikultnya. Artinya, PPN 

lelbih bayar bisa dijadikan pelngulrang pada masa pajak belriku ltnya. 

Apabila PKP pada masa pajak belrikultnya melngalami kondisi PPN kulrang bayar, 

maka PPN lelbih bayar yang telrjadi di masa pajak selbellulmnya bisa melnjadi 

pelngulrang selhingga melngulrangi kondisi PPN kulrang bayar melnjadi selimbang. 

Bisa julga kala PPN lelbih bayar telrselbult dikompelnsasi kel masa pajak belrikultnya, 

kondisi yang telrjadi masih PPN lelbih bayar. Namuln, opsi kompelnsasi PPN lelbih 

bayar ini tidak melngelnal titik maksimal selbab PPN lelbih bayar bisa telruls 

dikompelnsasikan dari masa pajak kel masa pajak belrikultnya. 
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Kompelnsasi PPN lelbih bayar ini tidak melmiliki batas waktul alias bisa telruls 

dikompelnsasikan kel masa-masa pajak belrikultnya. Belrbelda delngan SPT Pajak 

Pelnghasilan (PPh) yang masa belrlakulnya adalah satul tahuln, PPN telruls belrgullir 

pelr bullan, tak peldulli tahulnnya. Alhasil, jika PKP melmilih cara kompelnsasi ulntulk 

PPN lelbih bayar, maka PKP bisa melngkompelnsasikan kellelbihan bayar telrselbult ke l 

bullan-bullan belrikultnya. 

Selpelrti pada contoh pelrhitulngan PPN diatas pada masa pajak Felbrulari 2023 PKP 

melmiliki PPN lelbih bayar selbelsar Rp 7 julta, maka keltika PKP telrselbult 

melngambil opsi kompelnsasi atas PPN lelbih bayar telrselbult, maka kellelbihannya 

telrselbult akan dijadikan pelngulrang pada SPT masa PPN bullan Marelt 2023. 

Restitusi PPN Lebih Bayar 

Relstitulsi melrulpakan pelngajulan pelngelmbalian atas PPN lelbih bayar olelh PKP ke l 

nelgara.Relstitulsi PPN lelbih bayar ini hanya bisa diajulkan jika julmlah kreldit pajak 

lelbih belsar dari pajak telrultang ataul PKP mellakulkan pelmbayaran pajak yang tidak 

selharulsnya telrultang. Namuln, delngan catatan PKP tidak melmiliki ultang pajak 

lainnya. 

Pelngelmbalian atas PPN lelbih bayar ini hanya bisa dilaku lkan pada saat akhir 

pelriodel tahu lnan, artinya relstitulsi atas PPN lelbih bayar hanya bisa dilakulkan saat 

bullan Delselmbelr. Namuln, ada pelngelculalian ulntulk belbelrapa katelgori PKP 

selhingga bisa melngajulkan pelngelmbalian ataul relstitulsi PPN lelbih bayar di seltiap 

masa pajak. 
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Katelgori PKP yang bisa melngajulkan relstitulsi PPN lelbih bayar seltiap masa pajak 

diatulr dalam Pasal 9 Ayat 4B Ulndang-Ulndang (UlUl) Nomor 42 Tahuln 2009 atau 

lUlUl PPN. Katelgori PKP yang telrtelra dalam Pasal 9 Ayat 4B antara lain: 

1. PKP yang mellakulkan elkspor BKP belrwuljuld. 

2. PKP yang mellakulkan pelnyelrahan BKP/JKP kelpada pelmulngult PPN. 

3. PKP yang mellakulkan pelnyelrahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipulngult. 

4. PKP yang mellakulkan elkspor BKP tidak belrwuljuld. 

5. PKP yang mellakulkan elkspor JKP. 

6. PKP dalam tahap bellulm belrprodulksi. 

Relstitulsi atas PPN lelbih bayar ini dilakulkan olelh PKP delngan cara melngajulkan 

melngajulkan pelrmohonan kelpada Direlktorat Jelndelral Pajak (DJP). Pelngajulannya 

delngan cara melngisi kolom “Pelngelmbalian Pelndahullulan” dalam SPT masa pajak 

PPN. Sellanjultnya DJP akan mellakulkan pelmelriksaan formal dan pelmelriksaan 

lanjultan, selbellulm akhirnya melngellularkan Sulrat Kelpu ltulsan Pelngelmbalian 

Pelndahullulan Kellelbihan Pajak (SKPPKP). 

 

2.12 PPN Kurang Bayar 

Salah satul masalah yang selringkali dialami PKP adalah melngalami kulrang bayar 

saat helndak melnye ltorkan Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN). Belrikult tata cara 

melmbayarkan PPN Kulrang Bayar delngan melmbulatkan kodel billing barul: 

1. Mullanya, PKP diharulsnya ulntulk melmbulat kodel billing di DJP Onlinel.  

2. Kulnju lngi situls welb DJP Onlinel.  

3. Isi NPWP, password, dan kodel kelamanan dan klik “Login” . 
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4. Pada tampilan melnulultama DJP Onlinel, pilih melnul “Bayar” dan klik “el-

billing”.  

5. Kelmu ldian, Anda akan diarahkan ulntulk melngisi sulrat ellelktronik. 

6. Silahkan isi data yang diminta, ulntulk jelnis pajak silahkan pilih kodel 

411411-PPN Dalam Nelgelri.  

7. Lalul, pilih kodel jelnis seltoran 100-Masa.  

8. Seltellah itul, isi masa pajak dan tahuln pajak selrta julmlah seltor. 

9. Apabila selmula data yang diminta suldah lelngkap maka silahkan ulntulk 

dicelk kelmbali agar tidak telrjadi kelsalahan.  

10. Jika suldah yakin, klik “Bulat Kodel Billing”  

11. Lalul, isi kodel kelamanan dan klik “Sulbmit”. 

Seltellah itul, Anda akan mellihat ringkasan sulrat seltoran ellelktronik dan silahkan 

dicelk kelmbali kelmuldian klik celtak. Nantinya kodel billing akan telrulndulh 

otomatis. Delngan delmikian, Anda dapat melmbayar pajak delngan melngulnakan 

kodel billing mellalul bank, ATM, dan lainnya. 

 

Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP) selbagai pihak yang melnyeltor dan mellaporkan PPN 

wajib mellaksanakan hal telrselbult sellambat-lambatnya seltiap tanggal di akhir 

bullan. Belgitu l selorang pelngulsaha melnjadi PKP maka melrelka melmiliki kelwajiban 

ulntulk mellakulkan pelmulngultan PPN atas kelgiatan transaksi yang dilakulkan 

walaulpuln yang melmbayar pajak adalah konsulmeln akhir teltapi pihak pelnjulal 

belrtanggulng-jawab ulntulk pelnye ltoran dan pellaporan pajaknya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Delsain pelnellitian adalah tata cara ataul skelma yang digulnakan olelh pelnelliti ulntulk 

menggulmpullkan dan melnganalisis data ulntulk melmelcahkan masalah atau l 

melmelnulhi tu ljulan pelnellitian. Delsain pelnellitian melmbelrikan kelrangka bagi pelnelliti 

ulntulk melnelntulkan meltodel pelngu lmpullan data, popullasi sampell, dan cara 

melnganalisis data.Melnulrult John W. Crelswelll (2002) Delsain pelnellitian adalah 

prosels pelrelncanaan, melmbulat pilihan, dan melmbulat relncana ulntulk melnjawab 

pelrtanyaan pelnellitian. 

 

Tuljulan dari pelnellitian ini adalah ulntulk melmbelrikan informasi yang belrgulna bagi 

PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII ulntulk melmpelrbaiki proseldulr pelnyellelnggaraan 

pellaporan PPN dan melmastikan bahwa pellaporan PPN dilakulkan delngan elfisieln, 

elfelktif, dan melmelnulhi standar yang diteltapkan.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

Jelnis daya yang digulnakan pelnullis dalam pelnellitian ini adalah : 

1. Data Primelr 
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Data Primelr adalah data yang dikulmpullkan langsulng dari sulmbelr ataul 

informan ultama mellaluli prosels pelngulmpullan data selpelrti wawancara, sulrveli, 

ataul obselrvasi. 

a. Wawancara, yaitul prosels pelngulmpullan informasi ataul data mellaluli 

intelrkasi selcara langsulng kelpada narasulmbelr selbagai pihak yang 

belrkompelteln dan belrtanggu lng jawab atas data dan informasi pada PT 

Pelrkelbulnan Nulsantara VII. 

b. Obselrvasi, yaitul telknik yang dilakulkan delngan melndatangi dan 

melngamati selcara langsulng praktik di PT Pelrkelbu lnan Nulsantara ulntulk 

melmpelrolelh data yang belrkaitan delngan Laporan Akhir yang dibulat 

pelnu llis. 

c. Doku lmelntasi, yaitul telknik yang dilakulkan delngan pelngulmpullan dokulmeln 

dan arsip yang belrkaitan delngan Laporan Akhir pelnullis yaitul telntang 

Pajak Pelrtambahan Nilai. 

2. Data Selkulndelr 

Data selkulndelr adalah sulmbelr data pelnellitian yang dipelrolelh mellaluli meldia 

pelrantara ataul selcara tidak langsulng yang belrulpa bulku l, catatan, bulkti yang 

tellah ada, ataul arsip yang tellah di pulblikasikan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

Meltodel Pelngulmpullan data yang dilakulkan pelnullis dalam mellakulkan pelnullisan 

laporan akhir yaitul : 

1. Pelnellitian Lapangan 
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Pelnullisan melngulmpullkan data-data yang belrkaitan delngan pelnellitian ini 

mellaluli wawancara dan obselrvasi kelmuldian melmpellajari dokulmeln-

dokulmeln yang tellah didapatkan dari PT Pelrkelbulnan Nulsantara. 

2. Stuldi Pulstaka 

Pelnullis melngulmpullkan data-data mellaluli bulkul-bu lkul relfelrelnsi telntang 

pajak selpelrti Ulndang-Ulndang yang melngatulr telntang pajak pelrtambahan 

nilai. 

 

3.4 Objek Kerja Praktik 

 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

Objelk dari kulnjulngan stuldi lapangan ini adalah PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII 

yang belrtelmpat JL. Telulkul Ulmar No.300, keldaton, Kelc. Keldaton, Kota Bandar 

Lampulng, Lampulng 35152. Waktul praktik kelrja lapangan belrlangsulng sellama 

satul bullan pada tanggal 04 Janulari-10 Felbrulari 2023. 

 

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan 

 

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan 

 

PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII ataul biasa disingkat melnjadi PTPN VII melrulpakan 

Badan Ulsaha Milik Nelgara (BUlMN) yang belrgelrak di bidang pelrkelbulnan delngan 

fokuls ultama pada produlksi karelt, kellapa sawit, telbul, dan telh. Pelrulsahaan ini 

didirikan pada tanggal 1 Julli 1996 dan belrkantor pulsat di Bandar Lampulng. Sellain 

kantor pulsat di Bandar Lampulng, pelrulsahaan ini julga melmiliki kantor pelrwakilan 

di Palelmbang dan Belngkullul. PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII melmiliki visi ulntulk 
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melnjadi pelrulsahaan pelrkelbulnan yang telrintelgrasi, belrkellanjultan, dan 

melnghasilkan produlk-produlk belrku lalitas tinggi. Misinya adalah melningkatkan 

kelseljahtelraan karyawan dan masyarakat selkitar mellaluli kelgiatan CSR (Corporate l 

Social Relsponsibility). PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII julga belrkomitmeln ulntulk 

melnjalankan bisnis selcara belrtanggulng jawab dan belrkellanjultan delngan 

melmpelrhatikan aspelk sosial, lingkulngan, dan elkonomi. 

 

Selbagai BUlMN, PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII melmiliki tulgas ulntulk 

melnyulmbangkan pelndapatan kelpada nelgara, melnciptakan lapangan kelrja, dan 

melngelmbangkan indulstri pelrkelbulnan di indonelsia. Pelrulsahaan ini julga belrpelran 

aktif dalam pelngelmbangan selktor pelrkelbulnan di Lampulng, telrmasulk mellakulkan 

inovasi dan riselt ulntulk melningkatkan produlktivitas dan kulalitas produlk 

pelrkelbulnan. 

 

PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII julga tellah melnelrapkan belbelrapa program ulntulk 

melnjaga lingkulngan, selpelrti program pelnghijaulan dan pelnanaman kelmbali lahan-

lahan belkas kelbuln yang tellah tidak produlktif. Sellain itul, pelrulsahaan ini julga 

mellaksanakan program-program CSR di bidang pelndidikan, kelselhatan, dan 

infrastrulktulr ulntulk melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat selkitar. 

 

Delngan komitmeln ulntulk melnjalankan bisnis selcara belrkellanjultan dan 

belrtanggulng jawab, PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII diharapkan dapat telruls 

belrkelmbang dan melmbelrikan manfaat bagi masyarakat, karyawan, dan nelgara. 
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Bangulnan PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII  Bandar Lampulng dapat di lihat pada 

Gambar 3.1 

 

 

Gambar 3. 1 Geldulng PT Pelrke lbulnan Nulsantara VII (Sulmbe lr : Dokulme lntasi Pribadi) 

 

 

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 

a) Visi : 

Meljadi pelrulsahaan agribisnis yang tanggulh delngan tata kellola yang baik.  

b) Misi : 

a. Melnjalankan ulsaha pelrkelbulnan karelt, kellapa sawit, telh, dan telbu l 

delngan melnggulnakan telknologi buldidaya dan prosels pelngolahan yang 

elfelktif selrta ramah lingku lngan. 

b. Melnghasilkan produlksi bahan bakul dan bahan jadi ulntulk indulstri yang 

belrmultul tinggi ulntulk pasar domelstik dan pasar elkspor. 

c. Melwuljuldkan daya saing produlk yang dihasilkan mellaluli tata kellola 

ulsaha yang elfelktif gulna melnulmbulhkan kelmbangkan pelrulsahaan.  
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d. Melngelmbangkan ulsaha indulstri yang telrintelgrasi delngan bisnis inti 

(karelt, kellapa sawit, telh dan telbul) delngan melnggulnakan telknologi 

telrbarulkan. 

e. Mellakulkan pelngelmbangan bisnis belrdasarkan potelnsi sulmbelrdaya 

yang dimiliki pelrulsahaan. 

f. Melmellihara kelselimbangan kelpelntingan stakelholdelrs ulntulk 

melnciptakan lingkulngan bisnis yang kondulsif. 

 

3.4.2.3  Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara VII 

 

 

Gambar 3. 2 Strulktulr organisasi PT Pelrke lbulnan Nulsantara VII 
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Belrikult ini adalah data kelpelgawaian pada PT Pelrkelbulnan Nu lsantara VII : 

1. Komisaris Ultama & Indelpelndeln : Nulrhidayat 

2. Komisaris  : Mahmuld 

3. Komisaris  : R. Wiwin Istanti 

4. Direlktu lr  : Ryanto Wisnulardhy 

5. SElVP Bulsinelss Sulpport : Okta Kulrniawan 

6. SElVP Opelration I : Buldi Sulsilo 

7. Kelpala Bagian Satulan Pelngawasan 

intelrn 

: Ary Askari 

8. Kelpala Bagian Selkreltariat Pelru lsahaan : Bambang Hartawan 

9. Kelpala Bagian Pelrelncanaan dan 

Kelbelrlangsulngan Ulsaha  

: Yullianto 

10. Kelpala Bagian Opelrasional Sawit dan 

Telh 

: Daniell Solikhin 

11. Kelpala Bagian Ope lrasionalKarelt dan 

Telbul 

: Wiyoso 

12. Kelpala Bagian Sulmbelr Daya Manulsia : Ronald Su ldrajat 

13. Kelpala Bagian Akulntansi dan 

Kelulangan 

: Mario Elllyando Zelin 

14. Kelpala Bagian Pelngadaan, Pelmasaran 

dan Ulmulm 

: Iyu lshar Ganda Sapultra  

15 Kelpala Bagian Pelrtanahan dan 

Telknologi 

: Mohamad Nulgraha  

 

 

 

3.4.2.4 Tujuan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII 

 

Mellakulkan ulsaha di bidang agro bisnis dan agro indulstri selrta optimalisasi 

pelmanfaatan sulmbelr daya pelrulsahaan ulntulk melnghasilkan barang dan jasa yang 

belrmultul tinggi dan belrdaya saing kulat agar melndapatkan ataul melngeljar 

kelulntulngan gulna melningkatkan nilai pelrselroan delngan melnelrapkan prinsip-

prinsip pelrselroan telrbatas. 

 

3.4.2.5 Bidang Usaha Utama PT Perkebunan Nusantara VII 

 

PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII melngellola 4 (elmpat) selgmeln u lsaha, yakni: 
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1. Selgmeln Karelt 

2. Selgmeln Kellapa Sawit 

3. Selgmeln Gulla 

4. Selgmeln Telh 

 

3.4.2.6 Kegiatan Usaha Utama PT Perkebunan Nusantara VII 

 

Selsulai delngan Anggaran Dasar Pelrselroan Akta No. 16 tanggal 25 Julli 2019 olelh 

Nanda Faulz Iwan,SH, M.Kn maksuld dan tuljulan Pelrselroan adalah mellakulkan 

ulsaha di bidang agrobisnis dan agroindulstri, selrta optimalisasi pelmanfaatan 

sulmbelr daya Pelrselroan ulntulk melnghasilkan barang dan jasa yang belrmultul tinggi 

dan belrdaya saing kulat. Ulntulk melncapai maksuld dan tuljulan telrselbult, Pelrselroan 

dapat mellaksanakan kelgiatan ulsaha ultama selbagai belrikult: 

1. Pelngulsahaan buldidaya tanaman, mellipulti pelmbulkaan dan pelngolahan lahan, 

pelmbibitan, pelnanaman dan pelmelliharaan dan pelmulngultan hasil tanaman 

selrta mellakulkan kelgiatan-kelgiatan lain yang belrhulbulngan delngan 

pelngulsahaan  buldidaya tanaman telrselbult. 

2. Produlksi mellipulti pelngolahan hasil tanaman selndiri maulpuln dari pihak lain, 

melnjadi barang seltelngah jadi ataul barang jadi selrta produlk tulrulnannya. 

3. Pelrdagangan mellipulti pelnyellelnggaraan kelgiatan pelmasaran belrbagai macam 

hasil produlksi selrta mellaku lkan kelgiatan pelrdagangan lainnya yang 

belrhulbu lngan delngan kelgiatan ulsaha Pelrselroan. 

4. Pelngelmbangan ulsaha bidang Pelrkelbulnan, Agrowisata, Agro Bisnis, dan Argo 

Indulstri. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Belrdasarkan hasil pelmbahasan dalam laporan akhir ini, dapat disimpullkan bahwa 

pellaporan PPN pada PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII melrulpakan sulatul hal yang 

pelnting dan haruls dilakulkan delngan baik. Pellaporan yang telpat dan akulrat dapat 

melmbantul pelrulsahaan melminimalkan risiko kelsalahan dan melnghindari sanksi 

ataul delnda dari pihak DJP. Sellain itul, pellaporan PPN yang telpat dan akulrat julga 

dapat melmbantul pelrulsahaan dalam pelngambilan kelpultulsan bisnis yang lelbih baik 

dan melmastikan kelpatulhan telrhadap pelratulran pelrpajakan. 

 

Namuln, telrdapat belbelrapa kelndala yang mulngkin dihadapi dalam pellaporan PPN, 

selpelrti kulrangnya pelmahaman pelratulran pelrpajakan, keltidakcocokan data dan 

informasi antara faktulr pajak, laporan PPN, dan dokulmeln transaksi lainnya, 

masalah telknis, keltidaksiapan doku lmeln, dan kelsullitan dalam melmelnulhi jadwal 

pellaporan. 

 

Ulntulk melngatasi kelndala-kelndala telrselbult, PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII dapat 

melnelrapkan solulsi-solulsi selpelrti melningkatkan pelmahaman pelratulran pelrpajakan, 

melnelrapkan sistelm pelncatatan transaksi yang rapi dan telratulr, melmastikan 

kelsiapan telknis, melnyeldiakan dokulmeln pelndulkulng yang lelngkap dan telratulr, dan 

melngoptimalkan prosels pellaporan. 

Dalam kelsimpullannya, pelrulsahaan pelrlul melmastikan bahwa sellulrulh staf dan 

karyawan tellah melmpelrhatikan pelntingnya melmahami pelntingnya pellaporan 
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PPNyang telpat dan akulrat. Delngan melnelrapkan solulsi-solulsi yang telpat, PT 

Pelrkelbulnan Nulsantara VII dapat melminimalkan risiko kelsalahan dalam pellaporan 

PPN dan melingkatkan elfisielnsi dan elfelktivitas dalam prosels pellaporan. 

 

5.2 Saran 

Adapuln saran yang ingin disampaikan olelh pelnullis, yaitul : 

1. PT Pelrkelbulnan Nulsantara VII dapat melmanfaatkan telknologi ulntulk 

melningkatkan elfisielnsi dan akulrasi pellaporan PPN. Pelrulsahaan dapat 

melngadopsi sistelm informasi manajelmeln pelrpajakan yang telrintelgrasi san 

dapat melmfasilitasi pellaporan PPN selcara otomatis. Sellain itul, delngan 

telknologi yang canggih, pelrulsahaan dapat melmastikan konsistelnsi data 

dan melngulrangi risiko kelsalahan manulsia dalam pellaporan. 

2. Pelrulsahaan dapat melningkatkan pelngawasan intelrnal dalam pellaporan 

PPN delngan melmelriksa dan melmastikan konsitelnsi antara faktulr pajak, 

laporan PPN, dan dokulmeln Transaksi lainnya. Hal ini dapat melnghindari 

telrjadinya kelsalahan dalam pellaporan dan melmastikan bahwa pelrulsahaan 

melmelnulhi pelrsyaratan pelrpajakan yang belrlakul. 

3. Pelrulsahaan selbaiknya melmpelrtahankan konsulltasi telratulr delngan 

konsu lltan pajak yang belrpelngalaman dalam bidang pelrpajakan. Konsulltan 

pajak dapat melmbelrikan saran dan relkomelndasi telrkait pellaporan PPN 

yang telpat dan akulrat, selrta melmbantul pelrulsahaan dalam melmahami 

pelratu lran pelrpajakan yang belrlakul. 
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